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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji dan Syukur berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Ketapang tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
(SAKIP) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang
menyebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang tahun 2022 merupakan laporan
kinerja tahunan yang memuat program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis
(RENSTRA) 2021-2026. Dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan merupakan
salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran
kinerja. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan Pemerintahan lebih berhasil guna, dan
berdaya guna, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya
transparansi keuangan terhadap publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) ini
memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja. Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran
kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan Daerah yang
berkualitas.

Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan target yang
telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang selama
melaksanakan kegiatan kepemerintahan tahun 2022. Dengan demikian melalui Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) ini dapat tersajikan data/ informasi seberapa jauh tingkat
pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kerja Utama (IKU) Badan Pengelola
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Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang secara efektif dan efisien dalam
pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten ketapang dalam maksud capaian dalam

tujuan dan sasaran kinerja.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, pencapaian program dan kegiatan
yang telah dilakukan dilaksanakan dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
Sasaran strategis diformulasikan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
ditetapkan pada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang tahun 2022 terdiri dari Pendahuluan, Perencanaan
dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup serta Kegiatan-kegiatan yang
menggambarkan pencapaian kinerja dalam menjalankan program dan kegiatan. Kami
harapkan laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan
sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Ketapang, Maret 2023
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BAB |
PENDAHULUAN

13 Latar Belakang

Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik good govemance adalah
akuntabilitas, dimana good govermance merupakan salah satu wujud komitmen Organisasi
Perangkat Daerah dalam mempertanggung jawabkan Pengelolaan dan Pengendalian
Sumber Daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Dengan kondisi ini
diharapkan pelaksanaan Pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, sejalan

dengan tujuan yang hendak dicapai.

Kebijakan dan kewenangannya dipertanggungjawabkan sebagai bentuk upaya
transparansi terhadap publik sebagaimana diamanatkan UUD 1945 yang ditegaskan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi
Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang
menyebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP), adalah dokumen pertanggungjawaban atas
pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis
(Renstra) SKPD. Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu
ditetapkan pula tujuan, sasaran, pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) mempunyai fungsi penting dalam evaluasi
dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi
terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan
sumber daya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang Tahun 2022 adalah wujud
pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
atas keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya mencapai visi dan misi yang
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telah ditetapkan serta untuk memberikan umpan balik yang dapat dimanfaatkan bagi

peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang.

2. Mendorong Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada
peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ketapang yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ketapang dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Ketapang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang, dan diperbaharui dengan
Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan dan
membawahi satu Sekretariat yang membawahi tiga Sub Bagian dan empat Bidang
membawahi delapan Sub Bidang beserta staf fungsional umum. Adapun  Struktur
Organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:
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Gambar 1.1
Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Ketapang




1.3 Tugas dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang
sebagai Instansi yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Ketapang dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Ketapang mulai dari proses
penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara
lain pelaksanaan Pelayanan Administratif dan Kegiatan Keuangan Daerah, serta
Pengelolaan Aset Daerah.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 98 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang Pasal 4 Ayat (1) yakni bertugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang
pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan
tugas tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD;

b. Pengelolaan Keuangan Badan;

c. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

d. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi — fungsi penunjang urusan Pemerintahan
Daerah di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,;

f. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Badan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dipimpin oleh
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Kepala Badan bertugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan
arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan
bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman
penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan
keuangan serta penataan aset SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan
pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah, juga melakukan pembinaan
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dalam pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan
aset Pemerintah Kabupaten Ketapang.

1.4 Isu-Isu Strategi

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi
pelayanan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang masih
menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan
dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Ketapang, maka peran BPKAD sangat penting dalam melakukan
pembinaan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan di bidang keuangan lingkup
Pemerintah Kabupaten Ketapang. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan
dengan baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ketapang. Sejalan dengan itu, isu strategis yang dihadapi BPKAD
adalah “Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, inovatif, akuntabel,
efesien, dan bebas KKN” dengan permasalahan yaitu “Belum Optimainya Akuntabilitas
Keuangan dan Aset Daerah”.

1.5 Keadaan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
diperilukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di
BPKAD sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat sebanyak 56 Pegawai.

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Ketapang dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
dinas berjumlah 56 orang dengan rincian :
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a. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah sebagai beikut:

Tabel 1.1
Pegawai Menurut Golongan/Ruang BPKAD Kabupaten Ketapang

No Golongan/Ruang Jumlah (orang)

1. | Pembina Utama Muda (IV/c) 1

2. | Pembina (IV/a) 3

3. | PenataTingkat | (lIl/d) 10 -
4. | Penata (lll/c) 11 ;
5. | Penata Muda Tingkat | (I1I/b) 16

6. |Penata Muda (lll/a) 8

7. | Pengatur Tingkat | (II/d) 5

8. | Pengatur (ll/c) 1

9. | Pengatur Muda Tingkat I(lI/b) 1

b. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Formal
BPKAD Kabupaten Ketapang
No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)
1. | S =2 (Pasca Sarjana) 12
2. | S-1(Sarjana) 28
3. | D-3 (Diploma Tiga) 8
4. | SLTA 8

c. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pegawai Menurut Eselon BPKAD Kabupaten Ketapang

No Eselonisasi Jumlah (orang) |
1. |Eselon Il 1 ]
2. |Eselon Il

3. |Eselon IV 9 |

Adapun Sumber Daya Aparatur yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang yaitu sebagai berikut :
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Tabel 1.4
Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Ketapang

PANGKAT
IQ’:*E‘;SJ’: JABATAN PENDIDIKAN
NO NAMA NIP TEMPAT,
' GOL ™T TGL, BL & TH LAHIR
gsaieiic | TH | BL |  NAMAJABATAN | wazan |“OL0S | N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kepala Badan Pengelola
1 DONATUS FRANSEDA, AP.,MM 1974121020199311 : Vi/ic 0;6:2_ 20 | 00 | Keuangan dan Aset M.M. 2006 Setipayan, 12-12-1974
Daerah
Sekretaris Badan
WAHYUDIN, SE. M.E. L IV/a vios 22 | 01 | Pengelola Keuangan dan M.E. 2012 Ketapang, 12-07-1975
2 001 2021
Aset Daerah |
|
19730621 199703 1 01-04- Kepala Bidang
3 TARSIUS, S. ST.M.AP. 002 IV/a 2022 20 | 01 Perbardatiaas M.A.P 2018 Ketapang, 21-06-1973
19760327 201001 1 01-04- Kepala Bidang Aset
I 4 | JOHN LAY HERY, M.T. 006 l/d 2022 11 03 Dasrah M.T. 2019 Ketapang,27-03-1976
Kepala Subidang
. 19780114 199703 2 01-04- Penatausahaan ;
5 ELISABET, SE. .M.Si.. 002 IV/a 2021 19 | 01 Penerimaan Pembiayaan M. Si. 2014 Sanggau, 14-01- 1978
dan Kas Daerah
| 6 TEDDY SAFRUDIN,S.IP. 1988091)?}: stk I/d 021013' 10 | 00 | Kepala Bidang Anggaran S.P 2009 Ketapang, 15-09-1988
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Kepala Subbidang

19790509 199903 1 01-10- Pelaporan dan
ST. ! Ket , 0 7
7 RUSTAM EFFENDI, S.ST 001 in/d 2020 16 | 07 Pertanggungjawaban S.ST 2008 etapang, 09-05-1979
Keuangan
19800229 200502 1 01-10- Kepala Subbidang
2 2
g | PRIMAFEBRIA PRISLYAWAN, ST. 003 l/d 2020 10 | 08 Pengelolaan Asat Daereh ST 2004 | Ketapang, 29-02- 1980
19690929 199003 2 01-10- Kepala Subbagian ' ]
9 EN| SUHARTATI, SE. 012 /d 2017 22 | 07 Keuangan SE. 2016 Ketapang, 29-09-1969
19720211 199403 1 01-10- Kepala Subbidang Rambayana, 11-02-
10 | JAMIL, SE.ME. 005 I/d 2021 22 | 07 Beryusunan Anggaran M.E. 2015 1972
ALBERTUS RUDY FERNANDUS, 19801011 200903 1 01-04- Kepala Subbagian
1 | SE. MAP. 003 /e 2021 13 | 05 Penyusunan Program M.A.P. 2018 Ketapang, 22-09-1979
Kepala Bidang Akuntansi , ]
IWAN KUSNADI, SE..ME. 19750702199803 1 | g | 01041 45 | 01 | dan Administras me, | s | MesMealEn
12 006 2022 1975
Pelaporan
19671125 200003 1 01-04- Kepala Subbidang
43 | MUHADI, S.IP, M.E 002 l/d 2022 17 | 01 Penatausahaan Belanja M.E. 2014 Tuban, 25-11-1967
: 19890527 201101 2 01-10- Kepala Subbagian Umum )
14 | GHINATURSINA, SE., M.Si 004 iic 2019 08 | 09 dia Kebaiaiol M.Si 2016 Ketapang, 27-5-1989
Kepala Subbidang
SILPIUS IPO DORESSA, 19830413 200312 1 01-10- Palembang, 13-04-
15 | SE.MAP. 003 /e 2022 13 | 10 | Penghapusan dan MA.P 2019 1983
Pelaporan Aset Daerah
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01- Kepala Subbidang
16 AKHSANUL KHALIQIN, SE L 1250200502 L /b 04/20 | 10 | 02 | Evaluasidan Verifikasi SE. 2015 | Ketapang, 27-11- 1981
20 Anggaran
g 19760823 199903 1 01/04/ Kepala Subbidang .
17 AGUS KURNIAWAN, SE. M.Si 002 l/c 2019 15 | 01 Akiintansl M. Si. 2014 Ketapang, 23-08- 1976
Analis Perbendaharaan
SITI CHAIRUNISYAH LUBIS, 19750413 200502 2 01-04- Subbid Penatausahaan
18 | SKom. 004 I /d 2017 12 | 02 Penerimaan, Pembiayaan S.Kom 1999 Medan, 13-04-1975
dan Kas Daerah
Analis Pelaksanaan
HADY APRIANSYAH, ST. 198204172009031 |\, /4 | 010% | 45 | 41 | Anggaran Subbid Evaluasi |  ST. | 2005 | Surabaya, 17-04-1982
19 003 2021 R
dan Verifikasi Anggaran
Analis Pelaksanaan "
ELIYANTI, SE. 19760327 2002122 |, | OUO4 1 0y | 06 | Anggaran Subbid g | mip | TSR MLAG
20 002 2019 1976
Penyusunan Anggaran
Penyusun Program
UTI AISAL IBADI, S.Sos PREREES St /e st 11 | 01 | Anggaran dan Pelaporan S.S0s. 2002 Ketapang, 24-09-1975
21 006 2019 .
Sekretariat
Analis Klasifikasi Barang
NURDIANSYAH, S.Sos. 195002 2000081 /e i 08 | 00 | Subbid Penghapusan dan S.Sos. 2011 Ketapang, 28-08-1985
22 006 2019
Pelaporan Aset Daerah
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Pengadministrasi Umum

23 | HJ. ERVANI MASITHA 1969022501 RN02 /b {2(;2]3; 15 | 02 | Subbag Umum dan SMA 1988 Ketapang, 23-02-1969
Kepegawaian
Pengadministrasi Umum
24 NURHAYATI 1968021&;99203 . /b 021(;?: d 14 | 01 | Subbag Umum dan SMEA 1989 Ketapang, 10-02-1968
Kepegawaian
) Pengadministrasi Umum | |
25 | NURSIAH, S.AP TR 150;99?03 . ln/c l];[gg! 23 | 7 | Subbag Umum dan SAP 2021 Ketapang, 12-11-1974
Kepegawaian
Penyusun Program ; ;
MARNO, SE 19670617 1989021 | ;0 | 90% 1 54 | 02 | Anggaran dan Pelaporan SE. o012 | Furbaingga, 17-06-
26 002 2021 . 1967
Sekretariat
Analis Perbendaharaan
19780510 200604 1 01-04- Subbid Penatausahaan .
;s 1
o7 | MIDA YUNANTO, SE 007 /e 2021 13 | 00 Penerimaan, Pemblayaan SE 2012 Bantul, 10 Mei 1978
dan Kas Daerah
19760318 200701 2 01-04- Analis Jabatan Subbag Ketapang, 18 Maret
o | SAMRATUL AQLI, SE 020 l1I/b 2020 15| 0 Umurn dan Kepagawalan SE. 2015 1976
01-
19790809 200701 1 Analis Jabatan Subbag
: 1 Ki -08- 1979
29 | GUNAWANSYAH, SE 014 /b 04;50 14 | 07 Umur dan Kepegawaian SE 2015 etapang, 09
a0 | FRANS FEBRYAN, S.STP. 199402%9 301609 "] b | 0t | 04| 01 | Anals Pelaksanaan S.STP. | 2016 | Ketapang, 09-02-1994
0 10/20 Anggaran Subbidang
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20 Penyusunan Anggaran
01- Analis Pelaksanaan
3y | ARIEF RACHMAN, S.STP. 1994102010301609 : /b 10/20 | 04 | 01 | Anggaran Subbidang S.STP. 2016 Ketapang, 10-21-1994
20 Penyusunan Anggaran
01- Analis Perbendaharaan
 NORBETA SRI WAHYUNI, SE., 19750903 2003122 /b 1020 | 12 | 10 |"Subbid Penatausahaan o 2016 Tumbang Titi, 03-09-
32 | MAP 002 Penerimaan, Pembiayaan ) 1975
21
dan Kas Daerah
ONENG SURYATI, SE. WEROEROE | ik |20 o | oo | S0SReanoi SE. | 2016 | Pontianak, 16-12-1977
33 014 2021 Umum dan Kepegawaian
Pengolah Pelaporan dan
Evaluasi Pelaksanaan
BENEDIKTUS WIBAWANTO, AMd | 7209112000031 1, o | 0104 1 401 o3 | ogiatan APBD Subbid AMd | 2001 | Ketapang, 11-09- 1979
34 002 2021 ; e
Evaluasi dan Verifikasi
Anggaran
Analis Standard Harga
ISMIYARSO, S.Pd W10 201407 1 l/a o-10- 09 | 09 | Subbidang Pengelolaan S.Pd 2018 Sragen, 30-05-1981
35 003 2019
Aset Daerah
Analis Sistem Akuntansi
ENA WIRABUANA, SE. 19811111 2002122 |y | 900% | 59 | 04 | Instansi Subbidang SE. | 2016 | Tebas, 11-11- 1981
36 002 2021 .
Akuntansi
19860812 200903 2 01-04- Pengelola Keuangan g
a7 | RIECA DWI AGESTIANI, A.Md 004 /b 2021 10 | 01 Sekretariat AMd 2007 Ketapang, 12-08-1986
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Analis Perbendaharaan

WILDAN PRATAMA PUTRA, 19860111 200604 1 01-04- :
38 | SE.MAP 006 /b 2021 10 | 00 Subblfj Penatausahaan SE. 2016 Ketapang, 11-01-1986
Belanja
Pengelola Keuangan
HANDOKO, AMd ol /b o-10- 15 | 07 | Subbid Penatausahaan A.Md 2008 Magetan, 01-01- 1978
39 006 2021 4
Belanja
| Verifikatori Anggaran =
EKA RARA PUTRI, A.Md 18840606 200903 2 /b ot-40- 10 | 07 | Subbid Evaluasi dan AMd 2006 Ketapang, 06-06-1984
40 006 2021 P
Verifikasi Anggaran
Pengadministrasi Umum
HUSIN TPHGHCOR TReegt /B pbilod 21 | 07 | Subbag Umum dan SMEA 1985 Ketapang, 20-01-1966
M 008 2022 ;
Kepegawaian
Pranata Komputer Trampil
4> | UTIMARWANSYAH, AMd 1RO wja | Ot | 06 | 09 | SubbidPenatausahaan | AMd | 2008 | Kelapang, 26-08- 1983
Belanja
Analis Perbendaharaan
45 | SUMALIASE AR 2002122 | wija | Ose | 11| 04 | Subbid Penatausahaan SE. | 2019 | Ketapang, 23-08-1974
Belanja
Pengolah Data
Perbendaharaan Subbid
MARLINA, AMd 19780507 2003122 | ;5 | 0041 4g | 41 | Penatausahaan AMd. | 2012 | Ketapang, 07-05-1978
44 007 2020 ) .
Penerimaan, Pembiayaan
dan Kas Daerah
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Analis Pelaksanaan

45 | PAULINUS, SM. 19730208 199031 wya | 2o | 17 | 01| Anggaran Subbid SM. | 2019 | Ketapang, 08-02-1973
Penyusunan Anggaran
Analis Standard Harga
WILLEM RANTO SHOMBING, SE | 12000 182010011 1o 1 0108146 | 03 | suppidang Pengelolaan SE. | 2005 | Ketapang, 18-07-1983
46 009 2020
Aset Daerah
47 | RIDHO, AMd 1939022503015031 g | Onte | O7 | 00 | Perbendaharaan Subbid | AMd | 2010 e -
Perbendaharaan
Analis Sistem Akuntansi
48 RINO ARDHI JUSTAMA, S.STP 19950?1(:03018081 lli/a 0210[1}2- 02 | 00 | Instansi Subbidang S.STP. 2018 Ketapang, 11-07-1995
Akuntansi
19961102 202203 2 01-03- Penyusun Program
49 | NOVILIAHIDAYANTI, S.AK. 010 lll/a 202 00 | 00 Anggaran dan Pelaporan S.Ak 2018 Ketapang, 02-1996
19980612 202203 2 01-03- Penyusun Program
50 CHIKITA JUNIARTI, S.Ak. 015 lli/a 2022 00 | 00 Anggaran dan Pelaporan S.AK. 2020 Ketapang, 12-06-1998
Pengelola Laporan
Keuangan Daerah Subbid
NURUL HAYATI, AMd. 1981225 2015032 |y )q | OV | 67 | 01 | Pelaporan dan AMd | 2010 | Ketapang, 25-12-1988
51 005 2019 .
Pertanggungjawaban
Keuangan
19800505 200701 2 01-04- : : Singkawang, 5 -05-
Pengadministrasi Umum
52 RINNY SETIYAWATI 030 I/d 2020 19 | 03 gaami SMU 1999 1980

Subbag Umum dan
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Kepegawaian
Pengadministrasi Umum
| 53 | ERNAHERAWATI 197502005’1§°°801 21 g 021623‘ 18 | 03 | Subbag Umum dan SMA | 1994 | Ketapang, 05-02- 1975
Kepegawaian
I
| Pengadministrasi Umum
54 | LILIEKKUSUMA WARDHANI 198'101"10?0:00903 et m7d 0210{;11 16 | 03 | Subbag Umum dan SMA 1999 | Ketapang, 17-01- 1981 |
Kepegawaian
Pengadministrasi Umum
ss | JURAIDI 196?060$ Wi /e 02103? 12 | 03 | Subbag Umum dan SMA 1986 | Pontianak, 01-06-1967
Kepegawaian
Pengadministrasi Umum
19811231 201407 1 01-04- Madrasah
s | BUDISETIAWAN 004 /b 2020 16 | 03 | Subbag Urpumdan Aliyah 1999 | Ketapang, 31-12- 1981
Kepegawaian

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
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1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi
meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat
transportasi. Kondisi sarana prasarana di Badan Pengelola Keuar‘lagan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana
dan prasarana yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5 ,
Daftar Sarana dan Prasarana BPKAD Kabupaten ;Ketapang

NO. BARANG / INVENTARIS JUMLAH Kﬁfg:;gf”
o Proyektor + Attachment 1 Baik
2, Note Book 20 Baik
3. AC Split 17 Baik
4, Filling Cabinet/Kabinet 4 | Baik
5. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 18 Baik
6. Lemari Besi/Metal 2 Baik
7. Lemari Kayu 7 Baik
8. Kursi Rapat 2 Baik |
9. Air Conditioning (AC) 8 Baik
10. Printer 15 Baik
11 Router - 2 Baik
12. Komputer Unit/Jaringan Lain-lain 14 Baik
13. Kursi Besi/Metal 36 Baik
14. Meja Kerja Pejabat Lain-lain 26 Baik
15. Kursi Putar 30 Baik
16. COIN 35 Baik
17. Automatic Dispenser 1 Baik
18. Fingerprint Magnifier/Henry Disk 5 Baik
19. Televisi 5 Baik
20. Kursi Tangan 21 . Baik
21. Meja Rapat 2 Baik
22. Sound System 1 Baik
23. Double Cabin 2 Baik
24 Sepeda Motor 5 Baik
25. Meubilair Lain-lain 1 Baik

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah
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Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung
kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja BPKAD| Kabupaten Ketapang.
Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun periu
dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan
sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi
secara optimal.

1.7 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan
fungsi BPKAD pada tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Ketapang. Pada Tahun
Anggaran 2022 BPKAD Kabupaten Ketapang mendapatkan alokasi anggaran sebesar
APBD Murni Rp. 440.083.178.422,00 dan APBD Perubahan Rp. 429.933.022.864,00 yang
terdiri dari 3 Program dan 12 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang Tahun 2022 yang diperuntukan baik untuk
mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran
strategis maupun program-program pendukung.

1.8 Sistematika LKjIP
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang Potenso yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika
penulisan LKjIP.

BAB || PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bagian ini disajkan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan
perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama
yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya

dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis

akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis
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pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi
anggaran bagi pelaksana tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka
mencapai sasaran organisasi yang telah di tetapkan, termasuk analisis tentang

capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah. Inovasi dimaknai
sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada
maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai

tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada Bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi
yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Memasuki Tahun 2022, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Ketapang merupakan manifestasi komitmen Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dalam mendukung visi dan misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Ketapang Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan
Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-
2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang merupakan dokumen landasan atau
acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima
tahun. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan
program dan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1 Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 bahwa Visi Pembangunan yang
ditetapkan untuk tahun 2021 — 2026 adalah :

“Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Misi, yaitu:
a. Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam
pelayanan publik;
b. Melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur;
c. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing;
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan
berkeadilan;

e. Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat;
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f. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh
masyarakat Ketapang.

Dalam upaya mewujudkan Misi Kesatu : Mewujudkan Pemerintahan yang Handal,
Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik, maka program pembangunan
yang akan dilakukan adalah Urusan Waijib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui
program diantaranya adalah :

1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
2) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta dihubungkan dengan program
pembangunan yang terkait dengan Urusan Wajib Otonomi Daerah terutama dalam bidang
Administrasi Keuangan dan Aset Daerah, bahwa Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan
Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah sejalan dan searah dengan
Visi, Misi serta program pembangunan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Penetapan program diatas dalam rangka mendukung program pembangunan
Kabupaten Ketapang guna Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya
dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik untuk mendukung visi misi Bupati.

Berlandaskan visi dan misi tersebut, BPKAD Kabupaten Ketapang telah
merumuskan langkah-langkah secara terarah membentuk tujuan yang disusun berdasarkan
hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dan sasaran strategis yang
menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka pendek setiap tahun selama
5 (lima) tahun ke depan. Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dalam periode waktu 2021-2026, yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
dan Aset Daerah”.

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus
pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, dan
mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang telah menetapkan sasaran stategis yang ingin dicapai, yaitu:
“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Barang Milik Daerah”.

Perumusan Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas
dan fungsinya membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Visi
ditetapkan merupakan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan strategi sesuai
kondisi obyektif dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:
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“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional Tertib
dan Akuntabel”.

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kemudian dijabarkan ke dalam
misi, tujuan, dan sasaran strategis yang secara hirarkis saling berkesinambungan untuk
pencapaian peran dimaksud. Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah perlu ditindaklanjuti dengan misi sebagai berikut :

a. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal dengan didukung oleh sumber
daya manusia yang profesional, terpadu dan terarah.

b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam merumuskan kebijakan
tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien.

c. Memperkuat koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi / satuan kerja pengelola

keuangan dan aset daerah maupun dengan Pemerintah Pusat.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran PD
Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam periode waktu 2021-2026, sebagai berikut:

“Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah”

Tujuan tersebut sebagai upaya yang dilakukan untuk mengawal pencapaian dari
Visi Bupati Ketapang 2021-2026 yaitu “Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat
Sejahtera”, yang diarahkan untuk membawa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang menjadi suatu organisasi perangkat daerah yang dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya guna terlaksananya Misi 1 “mewujudkan pemerintahan yang handal,
bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik”.

Penetapan sasaran mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, dan mempunyai
jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu BPKAD Kabupaten Ketapang telah menetapkan
sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021-2026 sebagai penjabaran dari tujuan
di atas, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.1.3.Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif. Strategi
diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang diterapkan oleh Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :
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1. Melaksanakan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan,;
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai tujuan. Adapun arah kebijakan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten
Ketapang dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan strategi tersebut
di atas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Terwujudnya Kompetensi dalam Mengelola Barang Milik Daerah yang Tertib dan
Akuntabel.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Kabupaten Ketapang

Visi : “Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”
Misi 1 : “Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa
dalam Pelayanan Publik”

Tujuan Sasaran Strateqi Arah Kebijakan
Meningkatnya Meningkatnya Melaksanakan Peningkatan dan
Akuntabilitas kualitas Penyusunan Pengembangan
Keuangan dan Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan
Aset Daerah Keuangan Daerah | Penatausahaan dan Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban

Pengelolaan

Keuangan
Meningkatnya Meningkatkan Kualitas | Terwujudnya
Kualitas Pengelolaan Barang Kompetensi dalam
Pengelolaan Milik Daerah Mengelola Barang
Barang Milik Milik Daerah yang
Daerah Tertib dan

Akuntabel

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Keseluruhan rencana kerja, indikator dan pendanaan dijadikan perjanjian kinerja
atau semacam kontrak kerja. Program, kegiatan, indikator dan target kinerja BPKAD
Kabupaten Ketapang dijabarkan dalam suatu rencana kerja yang bertujuan untuk mencapai
sasaran program yang telah ditetapkan yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka
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mencapai sasaran sesuai program yang telah ditetapkan, indikator dan pendanaanya yang
harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran.

Sebagai bentuk salah satu evaluasi dan pertanggungjawaban atas capaian perjanian
kinerja tersebut, disusunlah laporan kinerja BPKAD Kabupaten Ketapang yang disampaikan
oleh Kepala Badan kepada Bupati Ketapang.

Adapun perjanjian kerja BPKAD Kabupaten Ketapang tahun 2022 adalah sebagai
berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BPKAD Kabupaten Ketapang
[
‘ No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1. Meningkatnya kualitas Persentase pengelolaan
' Pengelolaan Keuangan keuangan daerah sesuai 85%
‘ Daerah standar
g Meningkatnya kualitas Persentase pengelolaan aset
‘ Pengelolaan Barang Milik sesuai standar 100%
Daerah

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang melaksanakan kegiatan dengan Alokasi Anggaran APBD Murni Rp.
440.083.178.422,00 dan APBD Perubahan Rp. 429.933.022.864,00 Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang Tahun 2022.

2.3.1 Target Belanja OPD

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang menetapkan target belanja APBD Mumi Rp.
440.083.178.422,00 dan APBD Perubahan Rp. 429.933.022.864,00,

Tabel. 2.3
Target Belanja pada Perubahan APBD TA 2022 BPKAD Kabupaten Ketapang

No. Uraian Target Persentase
1. | Belanja Operasi ‘ Rp 3430572061900 | 7.98% |
2. | Belanja Modal Rp 2.560.218.390,00 0,60%
3. | Belanja Tidak Terduga Rp 13.998.111.331,00 3,26%
4. | Belanja Transfer Rp 379.068.972.524,00 88,17%
JUMLAH Rp 429.933.022.864,00 100,00%

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
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Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah
sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran Belanja Sasaran Strategis Tahun 2022 BPKAD Kabupaten Ketapang
.~ No Sasaran Anggai'an N Persentase Keterangan
1. | Program Penunjang
p Program
Urusan  Pemerintahan | Rp. 22.864.099.091,00 5,32% Pendukung

Daerah Kabupaten/Kota

2. | Program  Pengelolaan . i
Keuangan Daerah Rp. 403.973.054.786,00 93,96%

3. | Program Pengelolaan Program Utama
Barang Milik Daerah Rp. 3.095.868.987,00 0,72%

JUMLAH

Rp. 429.933.022.864,00 100%

2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2022, digunakan instrumen-instrumen
pendukung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. BPKAD telah membangun beberapa
aplikasi sistem informasi, antara lain :

2.4.1 SimplyKD/ SIKUAT

Simply-KD atau Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ketapang
(SIKUAT) merupakan sistem aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual untuk
melakukan proses penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, pelaporan keuangan
serta penatausahaan aset daerah. Aplikasi ini terintegrasi/support dengan Aplikasi SINERGI
dan SIMPATIK SIKD berfungsi untuk mengirimkan Informasi/Laporan Keuangan Daerah ke
Kementerian Keuangan RI. Dibangun Tahun 2016 dan mulai diterapkan Tahun 2017
dengan terus dilakukan penyempurnaan hingga sekarang.
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Gambar 2.1
SimplyKD/SIKUAT

StmplykD

2.4.2 SiAbang

SIABANG adalah Sistem Informasi Aset Kabupaten Ketapang, merupakan aplikasi
yang berbasis web yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang, sebagai upaya memberikan Informasi terkait Aset milik Pemerintah
Kabupaten Ketapang, berbasis GIS. SIABANG dibangun untuk mengintegrasikan semua
database aset yang berdasarkan data spasial dalam mengoptimalkan fungsi pendelegasian.

Gambar 2.2
SiAbang

2.4.3 Silakan

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SILAKAN) merupakan aplikasi berbasis web
yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
sebagai upaya untuk memberikan pelayanan keuangan yang Profesional, Tertib dan
Akuntabel. Dibangun pada tahun 2018 dan Launching pada 4 Desember 2018., dan
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